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dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh un-
tuk melakukan revisi anggaran untuk membantu 
korban bencana.

"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak 

pemerintah pusat untuk memberikan perhatian 
serius, dukungan anggaran, serta langkah-
langkah strategis jangka pendek dan jangka 
panjang secara objektif dan proporsional 
sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar 
Teungku Faisal.

Banjir dan longsor yang terjadi di tiga 
provinsi telah menyebabkan 1.022 orang tewas. 
Bencana tersebut berdampak di 52 kabupaten/
kota pada tiga provinsi hingga menyebabkan 
lebih dari 600 ribu orang masih menjadi pen-
gungsi.(det/js)

"Pembangunan hunian sementara dan hunian 
tetap untuk seluruh warga terdampak bencana 
di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin 
segera selesai terbangun," kata Teddy dalam 
keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat digelar 
setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung 
ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat 
itu membahas berbagai hal mengenai penanga-
nan bencana. 

Dalam foto yang dibagikan Sekretariat Pres-
iden, beberapa menteri yang hadir di antaranya 
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri 
Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan 
Syafrie Syamsuddin, Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan 
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti 
Wahyu Trenggono. 

Lalu ada Menteri Pertanian Andi Amran Su-
laiman, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri 
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala 
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara 
(BP BUMN) Dony Oskaria. 

Selain itu, Prabowo juga meminta pemenuhan 

kebutuhan dasar para pengungsi. Prabowo me-
minta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan 
terpenuhi secara menyeluruh. 

"Penambahan secara maksimal alat berat 
dan truk air minum, persediaan air bersih, serta 
toilet portabel, terutama di lokasi yang paling 
terdampak," ujar dia. 

Teddy mengatakan pertemuan tersebut turut 
dibahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi 
liburan akhir tahun, termasuk stabilitas keta-
hanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta 
perkembangan perekonomian nasional. 

Pemerintah juga membahas pemberian 
insentif pada sejumlah sektor guna mendukung 
kelancaran mobilitas masyarakat selama periode 
libur akhir tahun. 

"Pemberian insentif terhadap beberapa sektor 
untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama 
pengurangan harga secara signifikan untuk tarif 
jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal 
laut, serta fasilitas publik lainnya," ujar Teddy.

BNPB melaporkan jumlah korban mening-
gal dunia bencana di Sumatera mencapai 1.016 
jiwa per Minggu, 14 Desember 2025. Kepala 
Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB 
Abdul Muhari mengatakan jumlah ini meningkat 
dibandingkan data sebelumnya yaitu 1.006 jiwa 
per Sabtu, 13 Desember 2025. 

"Total korban meninggal 1.016 jiwa. Sebe-
lumnya 1.006," kata dia dalam konferensi pers 
BNPP, Ahad, 14 Desember 2025.

Sementara itu, korban hilang sebanyak 
212 per Ahad, 14 Desember 2025. Jumlah ini 
berkurang dari 217 jiwa per Sabtu, 13 Desember 
2025. Selama seminggu terakhir, korban hilang 
berkurang sebanyak 58 jiwa. 

Abdul mengatakan, jumlah pengungsi di 
lokasi bencana semakin berkurang. Per Ahad, 14 
Desember 2025, ada sebanyak 624.670 pengung-
si. Jumlah ini berkurang bila dibandingkan data 
Sabtu, 13 Desember 2025 yaitu 654.542 jiwa. 

Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya 
berkata, TNI dan Polri akan membangun huntara 
untuk para korban. Huntara Tipe 36 itu akan 
dibangun dengan harga senilai Rp30 Juta. 
Huntara dapat dibangun dalam 6 bulan. Semen-
tara hunian tetap akan dibangun dengan angga-
ran Rp 60 juta. 

Presiden Prabowo Subianto mengaku bersedia 
untuk mencabut HGU sementara untuk pemban-
gunan rumah itu. "Kalau perlu HGU-HGU bisa 
dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan 
rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," 
ujar dia dalam rapat koordinasi dengan sejumlah 
menteri dan lembaga di Aceh, Ahad, 7 Desember 
2025 malam.(tem/js)

"Langkah ini bertujuan untuk memperoleh 
penjelasan langsung dari manajemen perusa-
haan mengenai aktivitas operasional yang didu-
ga berkaitan dengan terjadinya banjir, sekaligus 
memastikan pemenuhan seluruh kewajiban 
pengelolaan lingkungan hidup," kata Menteri 
LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan 
Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengutip 
Antara, Senin (15/12).

Ia menekankan, pihaknya tidak akan 
berkompromi terhadap pelaku usaha yang 
mengabaikan aspek keberlanjutan dan kes-
elamatan masyarakat.

Hanif menekankan pemanggilan tersebut 
bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya 
intensif untuk meminta keterangan manaje-
men, memverifikasi seluruh dokumen perizinan 
lingkungan, dan memastikan kepatuhan atas 
kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang 
selama ini dijalankan.

Menurut data resmi KLH, delapan peru-
sahaan yang dipanggil untuk memberikan 
penjelasan adalah PT Agincourt Resources, PT 
Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT 
Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, 
PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi 
Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara 
IV Kebun Batang Toru.

Dalam proses awal, KLH/BPLH menemu-
kan sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran 
serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola 
lingkungan.

Beberapa temuan awal menunjukkan adanya 
praktik pembukaan lahan yang dilakukan di 
luar batasan persetujuan lingkungan, kegagalan 
perusahaan dalam menjaga areal konsesi dari 

aktivitas perambahan liar, hingga lemahnya 
pengelolaan dan pemantauan dampak lingkun-
gan.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan 
tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan 
erosi dan air larian (run-off), yang berdampak 
langsung pada pencemaran dan sedimentasi di 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan 
Garoga.

Untuk memastikan setiap temuan memiliki 
dasar hukum dan data teknis yang tidak terban-
tahkan, KLH/BPLH akan melakukan pendala-
man lanjutan yang komprehensif. Pendalaman 
ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli in-
dependen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, 
kerusakan lahan, dan model banjir.

Pendekatan berbasis bukti ilmiah dilaku-
kan untuk menjamin proses klarifikasi dan 
penegakan hukum berjalan secara transparan 
dan akuntabel, serta menjadi dasar kuat dalam 
menentukan kewajiban pemulihan lingkungan 
maupun sanksi tegas bagi entitas korporasi 
yang terbukti melanggar.

"Kami akan mengambil langkah hukum yang 
diperlukan demi menjamin pemulihan lingkun-
gan dan mencegah terulangnya kejadian serupa 
di masa mendatang. Perlindungan lingkungan 
dan keselamatan masyarakat harus menjadi 
prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha," 
tuturnya.

Dia memastikan bahwa penegakan hukum 
lingkungan akan dilakukan seadil-adilnya.

Sebelumnya PT Toba Pulp Lestari mem-
bantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di 
Sumatra. Bantahan disampaikan perorangan 
melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indone-
sia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan 
bahwa operasional menjadi penyebab bencana 

ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar 
Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

Anwar menyebutkan pihaknya menjalankan 
operasional sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Pe-
mantauan lingkungan dilakukan secara peri-
odik, bekerja sama dengan lembaga independen 
dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh 
aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, 
perseroan hanya mengembangkan tanaman eu-
calyptus sekitar 46.000 Ha. Sementara, sisanya 
dipertahankan sebagai kawasan lindung dan 
konservasi. Ia mengungkapkan perseroan tetap 
membuka ruang dialog konstruktif untuk me-
mastikan keberlanjutan yang adil dan bertang-
gung jawab di areal PBPH (Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan).

Sementara itu, manajemen PT Agincuourt 
melalui Senior Manager Corporate Communi-
cations, Katarina Siburian Hardono, mengata-
kan perusahaan sebenarnya sudah menghenti-
kan operasinya sejak 6 Desember 2025.

"Sejak 6 Desember 2025 kami sudah 
menghentikan aktivitas produksi. Kami juga 
telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk 
verifikasi data dan informasi, dan kami akan 
memenuhinya," kata dia, Minggu (7/12) seperti 
dikutip CNBC Indonesia.

Menurut dia, saat ini perusahaan masih fokus 
melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah 
terdampak di Tapanuli Selatan dengan berkoor-
dinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-
pihak terkait.

"Saat ini kami masih fokus melanjutkan 
upaya tanggap darurat di wilayah terdampak 
di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait," 
ujar Katarina.(ant/js)

yang terjadi beberapa waktu lalu," ungkap salah se-
orang warga bermarga Aritonang, Minggu (14/12/2025).

Ia mengaku, akibat sampah yang berserak itu, warga 
yang melintas pasti disuguhi aroma tak sedap.  

"Kami yang tinggal di sekitar sini pun khawatir akibat 
tumpukan sampah ini. Bukan hanya aromanya yang bau 
busuk, tapi juga jadi sarang penyakit," ungkap Aritonang. 

Untuk itu ia berharap Pemerintah Kabupaten Deliser-
dang, khususnya Kecamatan Percut Seituan, segera turun 
tangan membersihkan tumpukan sampah di ruas Jalan 
Datuk Kabu tersebut.(A-10)

yaitu dugaan tindak pemerasan terkait den-
gan penambahan anggaran di Dinas PUPR di 
mana para UPT ini mendapatkan tambahan ang-
garan yang kemudian gubernur selaku kepala 
daerah meminta jatah sejumlah sekitar 15-20 
persen dari anggaran-anggaran yang akan digu-
nakan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di 
kantornya, Jakarta, Senin (15/12) sore.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai 
dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura yang 
sedang dihitung jumlahnya.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang 
di rumah pribadi milik wakil gubernur atau 
yang saat ini menjabat sebagai Plt gubernur," 
ucap Budi.

"Sedang dihitung. Ini baru ditemukan dan 

diamankan oleh tim," tambahnya.
Budi menjelaskan penyidik akan memanggil 

saksi-saksi termasuk SF Hariyanto untuk men-
gonfirmasi temuan barang bukti tersebut.

"Tentu penyidik akan mengonfirmasi 
temuan-temuannya kepada para pihak terkait, 
baik kepada para tersangka ataupun kepada 
pemilik yang diamankan dari wakil gubernur," 
tutur Budi.

Sebelum ini, tepatnya pada 10-12 Novem-
ber 2025, KPK sudah lebih dulu menggeledah 
Kantor Gubernur Riau, Kantor Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP), 
Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD), dan beberapa rumah yang 
tidak diungkapkan pemiliknya.

Kantor Dinas Pendidikan juga sudah digele-

dah pada 13 November 2025.
Dari keseluruhan tempat tersebut, penyidik 

menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti 
Elektronik (BBE) terkait pergeseran anggaran 
Pemprov Riau.

KPK sudah menetapkan Gubernur Riau 
Abdul Wahid, Dani M Nursalam selaku Tenaga 
Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR 
PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan sebagai 
tersangka kasus dugaan pemerasan dan/atau 
penerimaan gratifikasi.

Abdul Wahid dkk sudah dilakukan pena-
hanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 
12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau 
Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 
55 ayat 1 ke-1 KUHP.(cnni/js)

500 hektare. Angka ini bukan kecil, karena 
setiap hektare hutan di hulu adalah benteng tera-
khir bagi air agar tidak berubah menjadi bah.

Pertanyaannya sederhana. Apakah pem-
bukaan ratusan hektare ini ikut melemahkan 
daya tahan ekologi Batang Toru? Apakah 
aliran air yang seharusnya ditahan pepohonan 
kini melesat turun tanpa rem? Pemerintah me-
mang baru menghentikan sementara beberapa 
perusahaan. Agincourt pun menyatakan belum 
menerima surat penghentian resmi. Tapi fakta 
bahwa namanya masuk daftar pemeriksaan 
adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres di 
hulu.

Informasi terbaru menunjukkan bahwa 
dua areal konsesi PT Agincourt Resources di 
Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan 
Batang Toru yang selama ini dipertanyakan, 
tengah menjadi fokus penyelidikan lebih 
lanjut. 

Area ini menjadi sorotan karena diduga 
memiliki kontribusi besar terhadap perusakan 
ekosistem dan mempengaruhi aliran air yang 
berujung pada bencana banjir besar di Sumatera. 

Konsesi tambang ini dinilai tidak hanya meli-
batkan pembukaan lahan, tetapi juga dampa-

knya terhadap hutan dan stabilitas tanah yang 
semakin rentan terhadap longsor dan banjir.

Info terbaru, polisi sudah menetapkan ter-
sangka terkait bencana ini. Namun, kekhawati-
ran muncul, karena banyak pihak mencurigai 
bahwa yang ditangkap hanya pekerja lapangan 
yang tidak berdaya, sementara pihak perusahaan 
dan aktor utama di balik kebijakan eksploitasi 
masih aman. 

Publik berhak bertanya, apakah mereka akan 
dibiarkan begitu saja? Jika hanya pekerja yang 
diproses, bagaimana nasib kebijakan perusahaan 
yang telah mengorbankan ekosistem dan nyawa 
manusia?

Perusahaan selalu bicara soal kepatuhan ling-
kungan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial. 

Namun banjir ini menguji semua klaim itu. 
Ketika desa tenggelam dan sungai memecah 
tebing, publik berhak bertanya, adakah yang 
berubah dalam cara perusahaan menjaga 
wilayah konsesinya? Adakah ekspansi baru 
yang membuka lereng? Adakah jalur akses yang 
memotong hutan dan mengubah pola aliran air? 
Semua itu hanya bisa dijawab dengan investi-
gasi yang jujur.

Bencana tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari 
kelalaian yang disimpan lama. Ulama menyebut, 
“la darar wa la dirar”. Seyogyanya tidak boleh 
ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh 

pula membalas bahaya dengan bahaya lain. 
Prinsip ini bukan sekadar hukum fikih. Ia adalah 
etika dasar bahwa siapa pun yang membuka tan-
ah di hulu harus mengukur dampaknya hingga 
ke desa paling hilir. Siapa pun yang mengambil 
hasil bumi punya kewajiban menjaga bumi itu 
tetap tegak.

Saat ini publik tidak butuh kalimat manis. 
Mereka butuh kepastian bahwa ada audit ling-
kungan yang benar-benar independen. Ada peta 
tutupan lahan sebelum dan sesudah tambang. 
Ada jejak air yang ditelusuri hingga ke titik 
longsor. Dan ada proses hukum yang berani 
menyebut nama, jika dari ratusan hektare yang 
dibuka itu memang ada yang dilakukan seram-
pangan.

Agincourt boleh membantu evakuasi. Itu 
baik. Tapi bantuan setelah banjir hanyalah 
penambal luka. Yang lebih penting adalah apa 
yang terjadi sebelum banjir. Apakah cara bekerja 
mereka memperkuat alam atau justru menipis-
kan tamengnya?

Banjir ini telah merampas hidup banyak 
orang. Maka yang perlu dilakukan bukan 
sekadar menunggu. Kita tuntut investigasi yang 
terbuka. Kita tuntut agar setiap perusahaan di 
hulu bertanggung jawab. Karena sungai tidak 
pernah salah. Manusia lah yang memaksanya 
berubah arah.

Ulama Aceh Ingatkan Negara
cermin dari realitas pahit di lapangan: pemerintah daer-

ah telah berada di titik jenuh kapasitas. Ketika ulama yang 
biasanya lebih dikenal sebagai penyeru moral ketimbang 
pengkritik kebijakan secara terbuka menyatakan keter-
batasan pemerintah daerah, maka situasinya jelas bukan 
biasa-biasa saja.

Dalam logika komunikasi massa, pernyataan ini adalah 
upaya mengganggu kenyamanan agenda negara. Ulama 
sedang mendorong agar bencana tidak diperlakukan 
sebagai berita musiman yang tenggelam oleh isu politik 
dan ekonomi. Dengan membawa isu ini ke ruang publik 
nasional, mereka sedang memaksa negara untuk memilih: 
hadir secara penuh atau tercatat absen dalam catatan seja-
rah kemanusiaan.

Permintaan penetapan status bencana nasional bukan 
soal gengsi daerah atau tarik-menarik kewenangan. Ia 
adalah soal kecepatan, keberanian, dan kejujuran negara 
membaca skala penderitaan rakyatnya. Tanpa status 
nasional, penanganan sering terjebak pada keterbatasan 
anggaran, koordinasi setengah hati, dan respons yang 
tambal sulam. Korban tidak butuh rapat berlarut, mereka 
butuh keputusan.

Menariknya, suara kritis itu disampaikan dari Masjid 
Raya Baiturrahman ruang simbolik yang selama ini men-
jadi saksi ketahanan Aceh menghadapi sejarah panjang 
bencana dan konflik. Di tempat itu, ulama tidak sekadar 
berbicara atas nama Aceh, tetapi atas nama nurani bangsa. 
Dengan menyebut wilayah terdampak lintas provinsi, 
pesan mereka tegas: ini bukan penderitaan lokal, ini 
tragedi nasional.

Ulama Aceh memahami betul kekuatan simbol dan 
media. Mereka tidak berteriak di jalan, tetapi berbicara 
melalui otoritas moral yang sukar dibantah. Dalam teori 
two-step flow, ulama adalah opinion leader yang mampu 
menggerakkan kesadaran publik sekaligus menekan 
pengambil kebijakan. Ketika suara seperti ini disiarkan 
luas oleh media, negara tak bisa lagi berlindung di balik 
laporan administratif.

Namun, pertanyaannya sederhana: apakah negara mau 
mendengar? Dalam banyak kasus bencana, negara kerap 
terlambat menyadari bahwa status darurat bukan ancaman 
politik, melainkan kebutuhan kemanusiaan.

Kekhawatiran berlebihan terhadap label “bencana 
nasional” sering kali justru berujung pada lambannya 
pertolongan dan membesarnya penderitaan.

Jika seruan ulama ini diabaikan, maka yang dipertaruh-
kan bukan hanya efektivitas penanganan bencana, tetapi 
juga legitimasi moral negara. Negara yang kuat bukan 
yang enggan mengakui krisis, melainkan yang berani 
mengambil alih tanggung jawab saat rakyatnya tak lagi 
mampu bertahan sendiri.

Bencana alam mungkin tak bisa dicegah, tetapi peng-
abaian bisa dihindari. Ketika ulama harus turun tangan 
menyadarkan negara, itu pertanda ada yang salah dalam 
kepekaan kekuasaan. Dan dalam sejarah bangsa, negara 
yang gagal membaca penderitaan rakyatnya selalu kalah 
bukan oleh alam, tetapi oleh kelambanan dan ketidak-
pedulian.

erang dan dua kendaraan perusahaan dirusak oleh WNA 
tersebut. Para pelaku berbekal senjata tajam (sajam) dan 
airsoft gun.

Chief Security PT SRM Imran Kurniawan membenarkan 
adanya kejadian ini. Ia menjelaskan, penyerangan terjadi di 
Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten 
Ketapang, pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 15.40 WIB.

"Dalam aksi penyerangan ini, satu mobil dan sepeda motor 
perusahaan kami dirusak oleh WN China," kata Imran kepada 
detikcom, Minggu (14/12/2025).

Kronologi kejadiannya bermula pada pukul 15.30 WIB, 
anggota pengamanan sipil PT SRM sedang melaksanakan 
tugas jaga. Terlihat aktivitas penerbangan drone di sekitar PT 
SRM.

Pada saat bersamaan, lima anggota TNI dari Batalyon Zeni 
Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) Anjungan yang ada 
di lokasi ikut melakukan pengejaran terhadap pilot drone.

"Saat anggota pengamanan kami mengejar pilot drone, lima 
anggota Yonzipur 6/SD yang ada di lokasi kejadian karena 
mereka sedang dalam kegiatan LDS (latihan dasar satuan) 
di PT SRM. Jadi total ada enam yang mengejar pilot drone," 
beber Imran.

Kemudian, pada pukul 15.40 WIB, sekitar 300 meter dari 
pintu PT SRM, anggota pengamanan langsung menemui em-
pat WNA yang menerbangkan drone.

"Saat anggota pengamanan kami dan anggota TNI turun 
dari kendaraan, tiba-tiba datang sebelas WN China lainnya. 
Mereka membawa empat bilah sajam dan airsoft gun serta alat 
setrum," kata Imran.(det/js)

mah sipil pada Sabtu (13/12/2025). Dalam serangan 
tersebut, tiga personel militer AS lainnya juga mengalami 
luka-luka.

"Kami berduka atas kehilangan tiga Patriot Besar 
Amerika di Suriah, dua tentara, dan satu Penerjemah 
Sipil. Kami juga mendoakan tiga tentara yang terluka, 
yang baru saja dipastikan dalam kondisi baik," tulis 
Trump melalui akun Truth Social miliknya, dikutip Senin 
(15/12/2025).

Trump menegaskan, serangan tersebut dilakukan oleh 
ISIS dan menyebut insiden itu terjadi di wilayah Suriah 
yang sangat berbahaya.

"Ini adalah serangan ISIS terhadap Amerika Serikat 
dan Suriah, di bagian Suriah yang sangat berbahaya, 
yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka," 
tulisnya..(cnni/js)


